BAB IV - PENUTUP

A. Kesimpulan
Kewenangan SKLN perlu dimiliki Mahkamah Konstitusi, sebab amandemen UUD
1945 meniadakan lembaga tertinggi dan tinggi negara dan menganut prinsip checks
and balances. Sehingga, semua lembaga-lembaga negara kedudukannya sejajar dan
ada potensi lembaga-lembaga tersebut bersengketa dalam melaksanakan
kewenangan mereka. Untuk menyelesaikan sengketa antar-lembaga negara,

diperlukan lembaga yang netral dan imparsial, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Pasca amandemen UUD 1945, mulai banyak kehadiran lembaga-lembaga negara
baru. Ada yang menyebutnya lembaga negara independen, lembaga negara bantu,
atau pun lembaga non-struktural. Lembaga-lembaga ini diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang
memiliki kewenangan yang langsung diturunkan oleh undang-undang, ada pula yang
di bawahi langsung oleh eksekutif. Dinamika lembaga negara tidak diantisipasi oleh
perumus amandemen UUD 1945. Sehingga, lembaga-lembaga negara yang baru

lahir ini tidak memiliki ruang mengajukan sengketa ke MK.

Dalam menyelesaikan SKLN, MK pertama-tama harus melihat dua hal, yaitu
kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 (objectum litis) dan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (subjectum litis). Selama ini ketentuan
subjectum litis dalam UUD 1945 masih abu-abu dan diartikan sempit. Frasa ‘lembaga-
lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945’ menghalangi lembaga-
lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945 untuk

mengajukan sengketa ke MK.
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Dalam kajian original intent, alasan perumus melimitasi lembaga negara yang dapat
menjadi pihak dalam SKLN disebabkan dua hal. Pertama, para perumus masih
terpengaruh oleh pemahaman lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945.
Kedua, apabila MK mengurusi sengketa kewenangan yang kewenangannya tidak

diatur oleh UUD 1945, MK akan kewalahan.

Hal-hal di atas seharusnya bukan menjadi alasan untuk membatasi lembaga negara
untuk mengajukan sengketa. Sebab, esensi SKLN yang sebenarnya ialah untuk
menjaga prinsip checks and balances dan menghindari risiko lumpuhnya fungsi

pemerintahan.

B. Saran
Frasa ‘lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh MK’ masih
membuka ruang interpretasi bagi MK. MK seharusnya dapat melihat kewenangan

yang tersirat dalam UUD 1945 dan meluaskan tafsir mengenai lembaga negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya yang dapat mengajukan SKLN ke MK
adalah lembaga negara kategori pertama dan kategori kedua. Tidak lagi hanya
kategori pertama yang selama ini diterapkan oleh MK. Artinya, lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dapat menjadi pihak dalam perkara
SKLN selama tidak bertanggung jawab kepada Presiden ataupun eksekutif.
Sedangkan kategori ketiga tidak dapat mengajukan SKLN ke MK sebab badan-badan
tersebut dibentuk dan bertanggung jawab kepada eksekutif yang dikepalai Presiden/
Menteri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan penelitian-penelitian selanjutnya

mengenai bagaimana badan eksekutif menyelesaikan sengketa kewenangan.
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